BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.2/ 41 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 26
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022
tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah,
perlu membentuk Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah di Kabupaten Aceh Singkil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Aceh
Singkil;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



Menetapkan :

KESATU

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022
tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6670);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sera
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

Susunan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di
Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan
Keputusan Bupati ini.



KEDUA

KETIGA

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Aceh
Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
mempunyai tugas :

a.

koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ikaserta
pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan persatuan dan
kesatuan Bangsa;

koordinasi dan Fasilitasi untuk mendukung
pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku,
umat beragama, ras dan golongan lainnya guna
mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, Regional,
dan nasional;

koordinasi, Fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang
ada di wilayah daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk
menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan
demokrasi berdasarkan pancasila; dan

koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan
pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan
daerah dan tidak dilaksnakan oleh instansi vertikal.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum kedua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan kegiatan:

a.

koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam
keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh
daerah dan /atau masyarakat di wilayah Kabupaten
Aceh Singkil;

koordinasi pengambilan keputusan strategi guna
menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah
dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah
Kabupaten Aceh Singkil;

koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi urusan
pemerintahan Umum di wilayah Kabupaten Aceh
Singkil;

deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan
dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah
Kabupaten Aceh Singkil; dan




KEEMPAT

KELIMA

e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan
Forkopimda di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil

melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah

Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati
ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 2 Jawan 2075

/
er. BUPA3T ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:
Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.2/ g1 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

No Jabatan / Nama Kedudukan Dalam TIM
1 2 3
i Pj. Bupati Aceh Singkil Unsur Pimpinan Daerah
2 Ketua DPRK Aceh Singkil Unsur Pimpinan Daerah
3 | Dandim 0109 Aceh Singkil Unsur Pimpinan Daerah
4 Kapolres Aceh Singkil Unsur Pimpinan Daerah
S Kepala Kejaksaan Negeri Singkil Unsur Pimpinan Daerah

/
r/Pj. BUPAFPACEH SINGKIL, 6




